LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

TAHUN 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian Kota Bekasi telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel dibawah ini :

NO

INFORMASI

DASAR HUKUM PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Data pribadi pegawai

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP

Dapat mengungkap rahasia pribadi

Informasi yang bersifat pribadi
dan rahasia akan terlindungi

- Selama UU membatasi untuk dirahasiakan

= adlipdl Pifian ydlly fariasiallyd Uturiynap
memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18
ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008

rul‘lyuugr\'an[.\)an TETRAIt UeTTgart oSSt
seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18
ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008

foad [VAT=\Y

Dokumen hasil seleksi assesment jabatan

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun

Dapat mengganggu objektivitas

Independensi pejabat yang

2 struktural 2008 tentang KIP penilaian Pejabat yang berwenang |menilai lebih terjaga Selama UU membatasi untuk dirahasiakan
Proses pengusulan nama-nama dalam Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun Dapat mengganggu objektivitas Independensi pejabat yang Sampai ditetapkannya nama-nama dimaksud
3 | o N dalam Surat Keputusan Wali Kota tentang
jabatan struktural 2008 tentang KIP penilaian pihak yang berwenang  |menilai lebih terjaga ,
engangkatan dalam jabatan struktural
. . Selama UU membatasi untuk dirahasiakan
Dol.<umen terkallt kasus.hgkum yang masih Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun Dapa mgnghambat proses Menjaga nama baik pihak
4 [berjalan yang ditangani pihak penegak 2008 tentang KIP penyelidikan, pencarian fakta ana terkait e danat dberik bila telah
hukum 9 terkait kasus yang terjadi yang n ormasl apa' tberikan apg laltela
dibuka dalam sidang pengadilan yang
terbuka untuk umum
Selama UU membatasi untuk dirahasiakan
5 |Hasil Uji kesehatan Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun Dapat mengungkap rahasia pribadi | Privasi seseorang terlindungi Oarpar Priak yany rarasiaryd uramnygrap

2008 tentang KIP

memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18
ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008

" [VAT=\Y




DASAR HUKUM PENGECUALIAN

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI JANGKA WAKTU
INFORMASI
DIBUKA DITUTUP
Selama UU membatasi untuk dirahasiakan
6 |Hasi konseling Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun Dapat mengungkap rahasia pribadi | Privasi seseorang terlindungi SalTpar PR yany Tarasiaryd Uranyiap

2008 tentang KIP

memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18
ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008

F (VAT 1Y

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun

Selama UU membatasi untuk dirahasiakan

7 |Surat permohonan cerai 2008 tentang KIP Dapat mengungkap rahasia pribadi |Privasi seseorang terlindungi ;2;:6:&;:’;:;;&;;1;’&] ‘l‘lsu'(g:;';‘l’q 8
ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008
tentang KIP Dapat mengganggu kepentingan  [Melindungi surat-surat badan
Dokumen pengadaan barang dan jasa perFI)indunge?r? H/SI?I danp ’ publik ata% intra badan publik Selama Undang-Undang atau peraturan yang
8 kecuali Rencana Umum Pengadaan Perpres riomor 16 Tahun 2018 teptang erlindungan persaingan usaha ang menurut sifatnya beriaku membatasi untuk dirahasiakan atau
g Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tF;dak sehgt p 9 zgiraﬂasiakan ¥ fidak diungkapkan kepada publik
Pasal 17 | UU No.14 Tahun 2008
tentang KIP
akan menimbulkan persaingan Selama Undang-Undang atau peraturan yang
9 Dokumen Perjanjian yang masih dalam ;ﬁ::]WKIIgU No. 14 Tahun 2008 usaha yang tidak sehat dan Melindunai pihak vana terkait berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau
proses 9 melanggar ketentuan dalam gipihakyang tidak diungkapkan kepada publik
perundang-undangan Selama proses pengadaan barang/jasa
rdadl 17 1TUU NU. T4 TdIull £ZUVO . .
. |Dapat mengundang polemik pihak-
10 |Nota Dinas ;z:}aﬁrslgangatﬁft::d?:e%l:?ﬂl: pihak yang berkepentingan Melindungi pihak yang terkait |Setelah hasil dari disposisi pimpinan
P P \ yang maupun yang tidak berkepentingan
Pasal 17 UUD No. 14 Tahun 2008 Selama Undang-undang atau peraturan
tentang KIP (Informasi yang tidak boleh yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan
diungkapkan berdasarkan UU) atau tidak diungkapkan kepada publik
Lallipal Pifian yarly rariasidallya Urdriynap
memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18
UUNo'5 Tahun 2014 tentang ASN . |ayat2 hurufa UU No. 14 Tahun 2008
Dapat mengungkap rahasia pribadi Melindungi rahasia pribadi bombona tzi)
11 |Data Penilaian SKP Aparatur PP No. 11 tahun 2017 tentang P gungap ’ terutama terkait dengan

Management Kepegawaian

rervwdl NUla DERAas! NU. 7o dliulr £U 10
tentang perubahan atas perwal No. 27
Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan

D patal 1Zata Dol

terutama terkait dengan kinerja

kinerja




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Data Konsumen/Pengguna Sarana dan
Prasarana pada Dinas Pemberdayaan

Pasal 17 H Undang-Undang No. 14

Selama Undang-undang atau peraturan
yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan
atau tidak diungkapkan kepada publik

12 . Tahun 2008 tentang KIP (dapat
Perempuan dan Perllndungan Anak Kota mengungkap rahas?a prib(adiF)) Oarpar PriaR yany rarasiartyd uranygrap
Bekasi memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18
ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008
Fasar 77O UU NU. T4 TalTuIT ZUU0 Aomdoaalzinn
tentapg K.IP (Informasi publik yang Selama Undang-undang atau peraturan
apabila dibuka dapat mengungkapkan . . .
o . . W yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan . . .
. . atau tidak diungkapkan kepada publik
kemauan terakhir ataupun wasiat
Arsip dinamis yang menurut sifatnya Pasal 17 H Undang-Undang No. 14
13 |rahasia Tahun 2008 tentang KIP (dapat
mengungkap rahasia pribadi)
Pasal 44 Undang-Undang no 43 tahun
2009 tentang kearsipan
rdadl 17 TUU NUO. T8 TdITurt ZUUO
tentang KIP (Surat-surat badan publik
atau intra badan publik yang menurut
Identitas PNS yang mengajukan Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun R F . . . . .
14 Perceraian 2008 tentang KIP Dapat mengungkap rahasia pribadi |Privasi seseorang terlindungi [Selama UU membatasi untuk dirahasiakan
Naskah Igporan hasil audit yaltg kumpulan Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008
informasi yang merupakan hasil dari suatu . .
. Tentang KIP (Informasi publik yang
pelaksanaan kegiatan pengawasan yang Lo
tertuang dalam bentuk surat atau apabila dibuka dapat mengungkapkan
15 dokumgn isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 30 tahun (Pasal 38 perwal Kota Bekasi No.

- Proses Pemeriksaan Reguler / Khusus /
Investigasi

kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang)

27 Tahun 2017)




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Kertas kerja audit (catatan/dokumen yang

terkait
dengan proses audit, hasil audit, yang
mendukung laporan hasil audit/LHA)

- dokumen laporan pengaduan
individu/masyarakat

- seluruh informasi meliputi dokumen,

Pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008
Tentang KIP (Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon Informasi Publik datap
mengungkapkan rahasia pribadi)

16
surat,
laporan ataupun data baik dalam bentuk |Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal |Menghambat Proses Pemeriksaan,
hardcopy maupun softcopy yang telah di |26 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun |Mengungkapkan identitas
beri 2017 tentang Pembinaan dan informan, pelapor, saksi, dan/atau
identitas rahasia Pengawasan Penyelenggaraan korban yang mengetahui adanya
Pemerintah Daerah tindak pidana
VIS Tauar 1Yl Tian ASRayaall | .

17 Data Wajib Pajak / Retribusi Daerah di Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Dapat terjadinya persaingan usaha |intelektual dan perlindungan jﬁ;rgsi:kr;agg Szgzziir:ﬂzaf; l:(ztu: da
Lingkungan Kota Bekasi Tahun 2008 tentang KIP tidak sehat dari persaingan usaha tidak oublik grap P
Menghitamkan atau mengaburkan nama
perusahaan dalam Dokumen Laporan
hasil uji ( LHU ) laboratorium Lingkungan
Hidup yang sedang dalam penanganan . Dapat mengungkap informasi
kasus pencemaran lingkungan hidup Pasal 17 huruf (h) No.14 Tahun 2008 S.elamal W membgtasn untuk perusahaan yang masih Melindungi data perusahaan /badan usaha

18 i . R dirahasiakan atau tidak diungkap . o
sebagai materi informasi publik yang tentang . dalam proses pengumpulan  |yang masih dalam penyelidikan.

) , . . kepada Publik .
dikecualikan , sedangkan materi selain itu berkas penyelidikan
( parameter hasil uji ) terhadap materi
informasi publik yang boleh diakses oleh
publik tidak dihitamkan atau dikaburkan
- Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun  [Publik akan mengetahui kondisi | Terjaganya kondisi keuangan, S.elama_ Undang-Updang .Membata5| untuk
dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
19 |Dokumen Pembayaran 2008 keuangan, aset, pendapatan dan  [aset, pendapatan dan oublik
“Pasal 17 Huraf [ UU No.14 Tahun_ | rening bank seseorang rekening bang seseorang | ., Setelah i audit oleh BPK
- Pasal 17 Huruf | UU No.14 Tahun Publik menaetahui surat-surat Terjaganya kerahasiaan surat-|Selama Undang-Undang Membatasi untuk
20 [Dokumen Aset Daerah 2008 g surat Badan publik yang dinilai |dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

Badan Publik yang sifatnya rahasia

nantinn

niihlile




DASAR HUKUM PENGECUALIAN

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI JANGKA WAKTU
INFORMASI
DIBUKA DITUTUP
- Pasal 17 Huruf D UU No.14 Tahun e e
Teriaganya hak atas kekayaan Selama Undang-Undang Membatasi untuk
21 |Rekomendasi Peil Banji - Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun Terjadinya persaingan usaha tidak intelekiual dan persaingan dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

2008

sehat

usaha tidak sehat

publik
Selama Set Plan belum dikeluarkan

22

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik

- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun

Terjadinya persaingan usaha tidak

Terjaganya hak atas kekayaan
intelektual dan persaingan

Selama Undang-Undang Membatasi untuk
dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

Jalan 2008 sehat usaha tidak sehat publik
- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun Teriadinva persaingan usaha tidak Terjaganya hak atas kekayaan|Selama Undang-Undang Membatasi untuk
23 |Rekomendasi ljin Mendirikan Bangunan  ]2008 sehjat yap g intelektual dan persaingan dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
ha tidak sehat ik
~Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun usaha tidak seha publi
- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun Teriadinva persaingan usaha tidak Terjaganya hak atas kekayaan|Selama Undang-Undang Membatasi untuk
24 |Rencana Pengembangan Kota 2008 sehjat yap g intelektual dan persaingan dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
ha tidak sehat lik
- Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun usaha fidak sefa publ
- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun Teriadinva persaingan usaha tidak Terjaganya hak atas kekayaan [Selama Undang-Undang Membatasi untuk
25 |Site Plan 2008 sehjat yap g intelektual dan persaingan dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
ha tidak seh ik
- Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun usaha tidak sehat publi
- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun Teriadinva persaingan usaha tidak Terjaganya hak atas kekayaan|Selama Undang-Undang Membatasi untuk
26 |Sertifikat Layak Fungsi (SLF) 2008 sehjat yap g intelektual dan persaingan dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
ha tidak sehat lik
~Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun usaha tidak seha publi
Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Menaakibatkan Penvalahaunaan  |akan melindunai akses Selama Undang-Undang Membatasi untuk
27 |Lokasi server Tahun 2008 tentang KIP (dapat olehg ihak [ain yaiahg emerintah g dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
mengungkap rahasia pribadi) P P publik
ARaltirciiyanivainart . .
28 |Internet protocol/IP address private ;E,J(gj No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal penerobosan/penyalahgunaan Zz:er;r?tlér;dungl akses Selama sistem digunakan
I"\Il\dll HIctyaniVatnaril i .
29 |Bandwith Manajemen WU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal penyalahgunaan kapasitas akan melmdung| akses Selama sistem digunakan
30 AR pemerintah
30 |Kode akses elekironik zJéJ No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal Ic\)/llsagz?:;bkalt:;n Penyalahgunaan a(l;zra:errri]r:gr&dung akses Selama sistem digunakan
g i 29 TSR =9 TMen pakibatkan Penyalahgunaan Zkan melindungi akses
31 |Sistem keamanan elektronik UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal gawbatkan Fenyaiang . g Selama sistem digunakan
T oleh pihak lain pemerintah




DASAR HUKUM PENGECUALIAN

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE dan . . .
32 |Sistem Manajemen Database UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal Mengakibatkan Penyalangunaan |akan melindungi akses Selama sistem digunakan

17 huruf j

oleh pihak lain

pemerintah

UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal

Dapat membuka rahasia

menjaga resiko rahasia

selama belum disetujui oleh pejabat yang

33 |Surat-Surat Berharga 17 huruf b dan h perusahaan Ip::—*;-lr:Jsahaan diketahui pihak berwenang
Informasi publik yang apabila
dibuka dapat mengungkapkan isi  [menjaga kerahasiaan akta
34 |Laporan Keuangan yang belum diaudit Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 akta otentik yang bersifat pribadi  [otentik yang bersifat pribadi {30 Tahun
Tentang KIP : .
dan kemauan terakhir ataupun dan kemauan terakhir
wasiat seseorang
Menghambat proses Penyelidikan
. . dan penyidikan suatu tindak pidana
Proses Peradilan yang belum ditetapkan S
. . dan Mengungkapkan identitas Memperlancar proses hukum
35 |pengadilan (belum mempunyai kekuatan ) , . 30 Tahun
. informan, pelapor, saksi, dan/atau |yang sedang berjalan
hukum tetap/inkraacht) ,
korban yang mengetahui adanya
tindak pidana
Pasal 17 G UUNo. 14 Tahun 2008 | "ormas publik yang apabila - . .
Laoran/nenaaduan dugaan pelanaaaran. | Tentana KIP dibuka dapat mengungkapkan isi  [menjaga kerahasiaan akta
36 [P peng gaan pefanggaran, g akta otentik yang bersifat pribadi  [otentik yang bersifat pribadi |30 Tahun

beserta identitas pihak terkait

dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang

dan kemauan terakhir




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

37

Data Pribadi Pemohon yang mengajukan
perizinan

pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP

dapat mengungkap rahasia pribadi

Informasi yang bersifat pribadi
dan rahasia akan terlindungi

Selama Undang-Undang Membatasi untuk
dirahasiakan atua tidak diungkapkan kepada
publik

38

Proses Pembuatan dokumen Perizinan
yang diterbitkan Oleh DPM PTSP, antara
lain :

- Izin Mendirikan Bangunan;

- SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

- Izin Tanda Daftr Gudang (TDG)

- Izin Usaha Industri (1UI)

- |zin Usaha Toko Modern (IUTM)

- Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

- Izin Reklame

- Izin Pengusaha Angkutan

- Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM)
- Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC)

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
- Izin Pengelolaan Limbah Industri Lainnya
- |zin Lingkungan

- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (UJK)

- SIUP TDP

- |zin Prinsip Penanaman Modal

- Izin Pelayanan Kesehatan

- Izin Memperkerjakan Tenaga Orang
Asing (IMTA)

- Izin Lokasi (IL)

- Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008
tentang KIP
- Pasal 17 1 UU No.14 Tahun 2008
Tentang KIP

selama undang-undang membatasi untuk
dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
publik




DASAR HUKUM PENGECUALIAN

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI JANGKA WAKTU
INFORMASI
DIBUKA DITUTUP
- Pasal 17 H Undang undang No. 14
tahun 2008 tentang KIP
Data pribadi masyarakat menderita - Pasal 17 J Undang undang No. 14 G Melindungi data pribadi yang [Sampai pihak yang rahasianya diungkap
38 masalah gizi tahun 2008 tentang KIP Mengungkap data pribadi bersifat rahasia memberikan persetujuan tertulis
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
= Fdoal T TTUTUANTY urddity WU T
tahun 2008 tentang KIP
. - Pasal 17 J Undang undang No. 14 - Melindungi data pribadi yang |Sampai pihak yang rahasianya diungkap
39 |Penderita HIV/AIDS tahun 2008 tentang KIP Mengungkap data pribad bersifat rahasia memberikan persetujuan tertulis
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang
39 Data Pribadi Penyandang Masalah Pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008 Menaunakan data oribadi bukan konsumsi publik sampai yang bersangkutan memberi ijin
Kesejahteraan Sosial (PMKS) tentang KIP (data pribadi) gungiap P sifatnya tertutup dan privasi  |secara tertulis
REIdILdldiT REYTdidlT
40 Rencana Titik Operasi dan Penertiban lalu Egi?;?:gg:l%?g?;?;gzr; Dapat mengganggu proses Mengamankan proses sampai pejabat yang bersangkutan
lintas ketertiban/UU No. 14 Th. 2008 tentang operasi/pengamanan operasi/pengamanan menyetujuinya dengan persetujuan tertulis
surat-surat badan publik atau o
41 [Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pasal 17 | UU No. 14 Tahun 2008 Melanggar aturan yang berlaku intra badan publik yang Sampai diperiksa oleh badan yang
tentang KIP . ) . berwenang
menurut sifatnya dirahasikana
42 |Akta, Wasiat Pasal 17 huruf | UU No 14 Tahun 2008 |2Pat disalahgunakan oleh pihak- | Melindungi data pribadi yang ;.\ et ata
pihak tertentu bersifat rahasia
Selama undang-undang mebatasi untuk
. o Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 dapat mengungkap rahasia pribadi [Melindungi rahasia pribadi dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
43 |Buku Register Organisasi Terlarang (OT) Tahun 2008 tentang KIP seseorang organisasi publik dan pihak yang rahasianya diungkap
memberikan persetujuan secara tertulis
=Trdodr Tr'O UU NU. T3 TdITUlt ZUUoO UM asST JUDNR ydity dpaulid Ut
Tentang KIP buka dapat mengungkapkan isi Sampai pihak yang merahasiakannya di
44 | Akta Peralihan Hak Tanah - Pasal 17 j UU No.14 Tahun 2008 akta otentik yang bersifat pribadi ~ [Melindungi Informasi Publik  {ungkap memberikan persetujuan tertulis
Tentang KIP dan kemauan terakhir ataupun (pasal 8 ayat 1 PP no.61 tahun 2010)

L1 L AL L Tl 4000 T 'S A

n




DASAR HUKUM PENGECUALIAN

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI JANGKA WAKTU
NFORMA
INFO S DIBUKA DITUTUP
NEidltdlalT REYldldll
(operasi/pengamanan) guna Dapat mengganggu proses Mengamankan proses
45 |Rencana Penertiban PERDA terciptanya ketentraman dan P goanggu p 9 P Sampai pelaksanaan giat

ketertiban/UU No. 14 Th. 2008 tentang

in 1LA7 L £

operasi/pengamanan

operasi/pengamanan




